PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Uang
Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN,
UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1. ..


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan Ombudsman Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga
negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan Yyang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak
atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak
lain.

Pasal 3

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman
diberikan penghasilan setiap bulan.

(2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Ketua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar Rp18.500.000,00 (delapan
belas juta lima ratus ribu rupiah);

c. Anggota sebesar Rpl17.000.000,00 (tujuh belas
juta rupiah).

Pasal 4 . ..


http://www.djpp.depkumham.go.id

